
Menimbang 

Mengingat 

Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

PERATURAN 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 


NOMOR: 15/M~IND/PER/2/2011 

TENTANG 

PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINT AH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA. 

a. 	 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan penggunaan 
produk dalam negeri dalam pengadaan barang~asa 
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan sesuai ketentuan diktum Kedua Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan 
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perindustrian tentang Pedoman Penggunaan Produk 
Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

1. 	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 

2. 	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara; 

3. 	 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

4. 	 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode Tahun 2009~2014; 

5. 	 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ 
PER/1 0/201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian; 



Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 
DALAM PENGADAAN BARANGtJASA PEMERINTAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. 	 Produk dalam negeri adalah barangtjasa termasuk rancang 
bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan 
oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di 
Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya 
dimungkinkan penggunaan bahan bakutkomponen impor. 

2. 	 Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan 
barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses 
pembuatantperakitan baraflg dari bahan baku atau 
komponen penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan 
sifat, wujud, dan atau fungsi dari suatu barang sehingga 
memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, 
termasuk kegiatan industri jasa keteknikan yang terkait erat 
dengannya, dan industri teknologi informasi. 

3. 	 Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daeraht 
Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut KlLlDtl, adalah 
instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

4. 	 Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, 
yang melipL,Iti bahan baku, barang setengah jadi, barang 
jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh 
Pengguna Anggaran. 

5. 	 Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis 
dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses 
pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran. 

6. 	 Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut 
TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada 
barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. 

7. 	 Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, 
adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang 
berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha 
Mikro dan Usaha Keeil serta koperasi keeil melalui 
kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan 
lingkungan; memberdayakan lingkungan (community 
development); serta memberikan fasilitas pelayanan purna 
jual. 
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8. 	 Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan 
Capaian TKON dan BMP yang dihitung oleh Penyedia 

. Barang/Jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan 
dar; kegiatan usaha Penyedia barang/jasa sesuai dengan 
pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam 
pengadaan barang/jasa pemerintah, 

9. 	 Oaftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Oalam Negeri 
adalah daftar produk dalam negeri, yang memuat nama 
dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard. 
kapasitas, nilai TKON, dan nilai BMP. 

10. Oaf tar Kelompok Barang/Jasa Produksi Oalam Negeri 
adalah daftar barang/jasa yang sudah diproduksi di dalam 
negeri yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa. 

11. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanlut 
oleh Pengguna Anggaran kepada Kementerian 
Perindustrian tentang capaian TKON dalam Oaftar 
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Oalam Negeri. 

12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran Kementerianl 
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Oaerah atau Pejabat 
yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBO. 

13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/jasa. 

14. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa, 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 

BAB II 

RUANG LlNGKUP 


Pasal 2 


Ketentuan penggunaan prod uk dalam negeri dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah berlaku bagi: 

a. 	 Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KlUOIl yang 
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber 
dari APBN/APBO; 

b. 	 Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan 
Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara(BHMN} 
dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN}/Badan Usaha Milik 
Oaerah (BUMO) yang pembiayaannya sebagian atau 
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBO; dan 

c. 	 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang 
pembiayaannya melalui pola kerjasama antara Pemerintah 
dengan Badan Usaha. 
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BAB III 

PENGGUNAAN TKDN DAN BMP 


Pasal 3 


TKDN meliputi TKDN pad a barang, jasa, dan gabungan barang 
dan jasa. 

Pasal4 

TKDN barang untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi 
Dalam Neger; yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. 

PasalS 

(1) TKDN 	 jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
ditentukan melalui penghitungan TKDN oleh Penyedia 
Jasa. 

(2) Hasil 	 penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diklarifikasi oleh Pengguna Anggaran 
dan dapat dievaluasi setelah pelaksanaan lelang. 

Pasal6 

(1) TKDN 	 gabungan barang dan jasa untuk Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ditentukan melalui penghitungan 
TKDN oleh Penyedia Barang dan Jasa. 

(2) Besaran komponen TKDN barang dalam TKDN gabungan 
barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merujuk pad a Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi 
Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian 
Perindustrian. 

(3) 	Has;1 penghitungan TKDN gabungan barang dan jasa 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dapat diklarifikasi 
oleh Pengguna Anggaran dan dapat dievaluasi setelah 
pelaksanaan lelang. 

Pasal7 

(1) BMP diberikan kepada Produsen Barang, Penyedia Jasa, 
atau Penyedia Gabungan Barang dan Jasa berdasarkan 
faktor penentu yang ditetapkan. 
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(2) 	Besaran BMP untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
merujuk pada Daftar /nventarisasi Barang/Jasa Produksi 
Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian 
Perindustrian. 

Pasal8 

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP diatur 
dengan Peraturan Menteri Perindustrian. 

BABIV 

DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA 


Pasal9 


(1) 	Kementerian Perindustrian menerbitkan Daftar Inventarisasi 
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagai referensi atas 
nilai TKDN barang dan nilai BMP dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 

(2) 	Nilai TKDN barang dan nilai BMP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan nilai yang telah diverifikasi oleh 
Surveyor independen. 

Pasal10 

(1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
dipublikasikan secara on-line pada situs internet (website) 
Kementerian Perindustrian. 

(2) 	Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 
diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM. 

(3) 	Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
yang diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui dan 
dievaluasi setiap tahun. 

(4) 	Da/am hal terdapat perbedaan nilai TKDN atau nilai BMP 
dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam 
Negeri yang dipublikasikan secara on-line sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan Daftar Inventarisasi 
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan dalam 
bentuk buku atau CD-ROM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). berlaku nilai TKDN atau nilai BMP pada Daftar 
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal11 

(1) 	Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
disampaikan atau disebarluaskan oleh Kementerian 
Perindustrian kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia 
barang/jasa atau yang terkait dengan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan. 

(2) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat 
melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Nilai TKDN yang 
tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi 
Dalam Negeri kepada Kementerian Perindustrian. 

BABV 

DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA 


Pasal12 


(1) Pengguna 	 Anggaran dalam melakukan pengadaan 
barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 mengacu pada Daftar Kelompok Barang/Jasa 
Produksi Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Menteri ini. 

(2) Barang/jasa yang belum tercantum dalam Daftar Kelompok 
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diperlakukan sebagai 
barang/jasa produksi dalam negeri berdasarkan usulan 
Pejabat Eselon II Kementerian Perindustrian yang 
membidangi industri barang/jasa dimaksud. 

(3) 	Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau 
dikurangi secara berkala dengan Peraturan Menteri. 

BABVI 

VERIFIKASI TKDN 


Pasal 13 


(1) 	Dalam hal terdapat sanggahan terhadap hasH perhitungan 
TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan Verifikasi TKDN oleh 
Pengguna Anggaran. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan menggunakan data yang dimiliki Penyedia 
Barang/Jasa, data yang dimiliki industri barang/jasa 
{vendo", atau data dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa 
Produksi Dalam Negeri. 

-----------------------------------_ .... --_....-_..... 
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(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksanaan 
pekerjaan selesai. 

(4) 	Biaya yang timbul atas pelaksanaan Verifikasi 
sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada 
peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen 
lelang. 

Pasal 14 

Verifikasi atas nilai TKDN barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan atas produk yang telah 
diproduksi atau setidaknya telah dibuat purwarupanya oleh 
Penyedia Barang. 

Pasal 15 

Veri'fikasi nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan oleh 
lembaga Surveyor independen yang kompeten di bidangnya 
dan ditunjuk oleh Menteri. 

Pasal 16 

(1) Nilai TKDN barang hasil verifikasi berlaku selama 2 (dua) 
tahun. 

(2) 	Hasil verifikasi terhadap nilai TKDN jasa dan TKDN 
'gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pada setiap lelang/kontrak. 

(3) 	Nilai TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditandasahkan oleh Pejabat yang ditunjuk 
oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. 

(4) 	Permohonan tanda sah capaian TKDN diajukan kepada 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
dilampiri rekapitulasi hasil perhitungan TKDN sampai pada 
barang tingkat dua sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. 

(5) 	Dalam hal verifikasi terhadap nilai TKDN barang dilakukan 
sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), berlaku hasil verifikasi yang baru dengan masa 
berlaku selama 2 (dua) tahun, 
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BABVII 

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK 


DALAM NEGERI 


Pasal17 


Bagian Kesatu 


Tim P3DN Kementerian Negaral 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian 


(1) 	Untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri 
pada masing-masing KlUD/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD, 
dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk 
Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang 
selanjutnya disebut Tim P3DN pada KlUD/I, BI, BHMN, 
BUMN, BUMO, dan KKKS. 

(2) 	Setiap pembentukan Tim P3DN sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus ditempatkan di bawah koordinasi: 

a. 	 untuk Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian harus ditempatkan di bawah koordinasi 
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris 
Utama; 

b. 	 untuk Pemerintah Daerah ProvinsilKabupaten/Kota 
harus ditempatkan di bawah koordinasi Sekretaris 
Daerah; dan 

c. 	 untuk BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di unit kerja masing­
masing. 

(3) 	Pembentukan Tim P3DN di KlUD/I sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibentuk di unit kerja di luar Sekretaris 
Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utamal 
Sekretaris Daerah sepanjang tetap berada di bawah 
koordinasi Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerianl 
Sekretaris Utamal Sekretaris Daerah. 

Pasal 18 

(1) Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) bertugas: 

a. 	 melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam 
negeri di lingkungan masing-masing instansi; 
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b. 	 melakukan monitoring dan apabila diperlukan 
melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau 
pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri; 

c. 	 memberikan tafsiran final terhadap permasalahan 
mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia 
Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim 
Lelang); dan 

d. 	 melaksanakan tugas lain yang terkait dengan 
penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh 
Menteri/Pimpinan instansi masing-masing. 

(2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 
6 (enam) bulan kepada Menteri/Pimpinan instansi masing­
masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian 
selaku Ketua Timnas P3DN. 

Pasal 19 

(1) 	Susunan keanggotaan Tim P3DN Kementerian 
Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu 
pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada 
Lampiran III Peraturan Menteri ini. 

(2) 	Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan 
atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Kementerian 
Negara/Lernbaga Pemerintah Non Kementerian yang 
bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap 
permasalahan yang dihadapi. 

Pasal 20 

Menteri/Pimpinan instansi masing-masing sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaporkan realisasi 
penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing 
kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan 
kepada Presiden. 
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Bagian Kedua 

Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 


Pasal21 


(1) Tim P3DN Pemerintah Daerah ProvinsilKabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1) bertugas: 
a. 	 melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi 

pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam 
negeri di lingkungan masing-masing instansi; 

b. 	 melakukan monitoring dan apabila diperlukan 
melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau 
pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;; 

c. 	 memberikan tafsiran final terhadap permasalahan 
mengenai kebenaran besaran TKDN antara Penyedia 
Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim 
Lelang); dan 

d. 	 melaksanakan tugas lain yang terkait dengan 
penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh 
Gubernur/Bupatil Walikota masing-masing. 

(2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 
6 (enam) bulan kepada Gubernur/BupatilWalikota masing­
.masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian 
selaku Ketua Timnas P3DN. 

Pasal22 

(1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Pemerintah Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan 
sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan 
Menteri ini. 

(2) 	Penunjukan wakil dari KADINDA, Asosiasi terkait tertentu 
dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Pemerintah Daerah 
ProvinsilKabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan 
pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi. 

Pasal23 

Gubernur/BupatilWalikota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk 
dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri 
Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 
(enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. 
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Bagian Ketiga 

Tim P30N BI, BHMN, BUMN, BUMO dan KKKS 


Pasal24 


(1) Tim P30N BI, BHMN, BUMN, BUMO dan KKKS 
.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas: 

a. 	 melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam 
negeri di lingkungan masing-masing instansi; 

b. 	 melakukan monitoring dan apabila diperlukan 
melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau 
pelaksanaan penggunaan prod uk dalam negeri; 

c. 	 memberikan tafsiran final terhadap permasalahan 
mengenai kebenaran besaran TKON antara penyedia 
Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim 
Lelang); dan 

d. 	 melaksanakan tugas lain yang terkait dengan 
penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh 
Pimpinan masing-masing. 

(2) Tim P30N BI, BHMN, BUMN, BUMO dan KKKS 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan kepada Pimpinan masing-masing dengan tembusan 
kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P30N 

Pasal25 

Susunan keanggotaan Tim P30N BI, BHMN, BUMN, BUMO 
dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) 
mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 
pada Lampiran V Peraturan Menteri ini. 

Pasal26 

Pimpinan BI, BHMN, BUMN, SUMO dan KKKS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melaporkan realisasi 
penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing 
kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan 
kepada Presiden. 
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Bagian Keempat 

Masa Berlaku Tim P3DN dan Pembiayaan 


Pasal27 


Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, 
dan Pasal 24 mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun 
dan dapat diperpanjang. 

Pasal28 

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Kementerian 
Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 untuk pelaksanaan penggunaan 
produk dalam negeri pada Kementerian Negara/Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian dibebankan kepada APBN 
instansi masing-masing. 

Pasal29 

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Pemerintah 
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam 
negeri pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
dibebankan kepada APBD instansi masing-masing. 

Pasal30 

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN BI, BHMN, 
BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada 
instansi masing-masing dibebankan kepada anggaran instansi 
masing-masing. 

BABVIII 

PELAPORAN KEPADA TIMNAS P3DN 


Pasal 31 


(1) 	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan KlUD/I, 
BI, BHMN, BUMN, SUMD dan KKKS kepada Menteri 
selaku Ketua Timnas P3DN setiap 6 (enam) bulan 
selambat-Iambatnya pada tanggal 15 Januari dan tanggal 
15 Juli tahun yang bersangkutan. 
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(2) 	Menteri selaku Ketua Timnas P3DN melaporkan hasil 
pelaksanaan pengadaan barangtjasa pemerintah kepada 
Presiden setiap 6 (enam) bulan selambat-Iambatnya pada 
tanggal 5 Februari dan tanggal 5 Agustus tahun yang 
bersangkutan. 

(3) 	Format Laporan Pimpinan KlUDtl, BI, BHMN, BUMN, 
BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri inL 

BABIX 

PENGHARGAAN ATAS PENGGUNAAN 


PRODUK DALAM NEGERI 


Pasal32 


(1) 	Menteri melakukan penilaian dan memberikan peringkat 
setiap tahun kepada Pimpinan KlUDtl, BI, BHMN, BUMN, 
BUMO dan KKKS terhadap penggunaan produk dalam 
negeri dalam pengadaan barangtjasa pemerintah. 

(2) 	Penilaian dan pemberian peringkat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Timnas P3DN yang 
ditetapkan dengan Peraturan MenterL 

BABX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 


Pasal33 


Pinipinan KlLlDII, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Pengadaan 
BarangtJasa di lingkungan masing-masing dapat 
mensyaratkan TKON yang lebih ketat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangtJasa Pemerintah. 

BABXV 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal34 


Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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DAFT AR KELOMPOK BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI 


1. BAHAN PENUNJANG PERTANIAN 

1. Pupuk Urea Sentuk padat, komposisi Nitrogen 
46% 

2. PupukZA ntuk padat, komposisi Nitrogen 
21 % dan Sulfur 18% 

3. Pupuk NPK Sentuk padat, komposisi N-P-K: 15­
15-15; 16-16-16; 20-10-10; 
12-12-17+ 15-1:1-n'T~ru'ln 

Sentuk emuls; dan padat; berbagai 
ukuran. 

6. Herbisida Sentuk emulsi dan padat; berbagai 
ukuran. 

7. Insektisida Sentuk emulsi dan padat; 
ukuran. 

8. Akarisida Sentuk emulsi dan pad at; berbagai 
ukuran. 

12. MESIN & PERALATAN PERTANIAN 

Pintu Air (Water Gate) 	 Model Sorong Plat: Ukuran kedl : 
Tinggi : 1 m, Lebar: 0,5 m; Ukuran 
besar : Tin : 4 Lebar: 20 m. 
Model Radial: Ukuran Sesar : 
Tinggi : 4 m, Lebar: 6 m, Ukuran 
Keeil : Lebar: 4 m 

1. 

Kapasitas Maksimum : 56 
diameter max 500 mm 

Pompa Irigasi (Irrigation Pump) 2. 

Kapasitas tanki : 4 sid 17 liter6. Mesin Penyemprot Tanaman (Hand 
Sprayer) 
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3. MESIN & PERALATAN PERTAMBANGAN 

4. MESIN & PERALATAN MIGAS 

1. 

2. X-Mas Tree 

3. Anjungan Lepas Pantai 

4. Subsea Wellhead 

5. Deep Well Separators 

• 0.0 : 2" sid 7 1/4"; Panjang : 36" 

Preassure : 2.000 sid 20.000 Psi; 
Ukuran: 2 1/16" sid 211/4" 
Kedalaman 1000 ft, 250 t ; 
Jacket: Berat::; 1.700 Ton, ::; 6 
Leg/kaki, Kedalaman s 100 Meter; 
Deck: Berat s 2.300 Ton (offshore). 
s 5.00 Ton/16 Leg (onshore) 

Preassure : 2.000 sid 20.000 Psi; 
Ukuran : 2 1/16" sid 30" 

Berbagai jenis & ukuran 

2 
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bumi Yield Strength 80.000 PSI atau lebih 
dan ujungnya sudah dikerjakan. 

Diameter: 41/2" sid 20" API 5 CT 
Yield Strength dibawah 80.000 PSI 
dan sudah d akan. 

7. Tubing untuk pengeboran minyak/gas Diameter: 23/8" sId 4 1/2" API 5 
bumi CT Yield Strength 80.000 PSI atau 

lebih dan ujungnya sudah 
dikerjakan. 

Diameter: 2 3/8" sid 41/2" API 5 
CT Yield Strength dibawah 80.000 
PSI dan 

8. Pipa Bar untuk pengeboran minyak/gas Diameter: 
sudah d,vor,'""von 

2 3/8" sId 6 5/8" 
bumi Yield Strength 75.000 PSI atau lebih 

dan ujungnya sudah dikerjakan 
serta telah ada n ....,\1:;O'rTl 

Baja Anti Karat (Stainless steel 

10. 	 Saringan Minyak (Pipe Base 
Screen) 

11. 	 Pipa Saringan Air Tanah (Water Well 
Screen) 

12. 	 (cross over, nipple) 

Various connection 
API spec. 10D 18. 	 Centralizer (Tubing, Casing and Drill 
Size 2-7/8" sId 30" Pipe) 

19. 	 Stop Collar & Stop Ring 

Cement Basket 

21. ratcher 

9. 

13. 

14. 

Submersible Pumping 

Pipa 
sId 1 
Base Pipe (API Pipe size (in) 1-
103/4, Pipe OlD (in) 1.35-10.750, 
Nom. Pipe IID(in) 0.967-9.821, J/K 
55 Pipe wt Ib Per-ft. 2.17-45.50, 

Screen range 1-30" OlD in length; 
Slot openings 0.001-0,25"; Materials 
SS 304, SS 316; Low Carbon 
Galvanized. 
Ukuran : 2 3/8" sid 20" 

Untuk Motor sId 225 HP 

• Kapasitas maksimum : 36 liter/detik 
• - 170 liter/detik; Maximum discharge 

: 40 Bar. 

Diameter: sId 20" API 5 CT 

3 
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23. 

24. Guide 

25. Wash Down Shoe 

26. Reamer Shoe 

27. 

AP RP 10F 
Size 4-1/2" sId 20" 

& ukuran 

& ukuran 

Various size and connection 
45. Pack Off Rubber, Stuffing Box, Swab • 

Cup, Pulsation Dampener Diaphragms, I Various size & rubber type 
Sucker Rod BOP 

4 
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13. Lift barang 

14. Dumb Waiter 

15. Batch Elevator 

5. ALAT BERAT, KONSTRUKSI & MATERIAL HANDLING 

6. MESIN & PERALATAN PABRIK 

A. UMUM 

1. Shell Kiln Berbagai jenis & ukuran 
2. Shell Furnace Berbagai jenis & ukuran 

i 3. Ladle Furnace Berbagaijenis & ukuran 
4. Furnace Berbagai jenis & ukuran j 

5. Slag Pot Berbagai jenis & ukuran 
6. Pompa air Berbagai jenis & ukuran 
7. Pompa industri Berbagai jenis & ukuran 
8. Blower Berba9§li jenis & ukur~ 
9. Industrial Fan . Berbagai jenis &ljkuran 
10. Centrifu~ Berbagai jenis & ukuran i 

11. Furnace Berbagai jenis & ukuran 
12. Kiln Berbagai jenis & ukuran 
13. Dryer ! Berbagai jenis & ukuran 
14. Air Heater Berbagai ienis & ukuran 
15. Air Cooler Berbagai jenis & ukuran 
16. Air Receiver Berbagai jenis & ukuran 
17. Air Slide ! Berb§lgai jenis & ukuran 

5 
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27. 

Generator 

Ukuran: 1/2"-36" (ball valve); 

Ukuran: 2"-12" 

Ukuran : 1/2"-48/1 (gate valve); 
Ukuran : 1/2"-24" (globe valve); 
Ukuran : 1/2"-36" (check valve); 
Ukuran : 1/2"-24" (plug valve); 
Ukuran : 2"-54" (wafer check valve); 
Ukuran : 2/1-60" (Butterfly valve); 

B.KHUSUS 


6 
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10. Pengolahan 

11. Sesuai pesanan 

mm 
Kapasitas: panjang max 1270 mm; 

C. MESIN PERKAKAS 


7. Mesin Tekuk (Bending Machine) 
tebal3 mm; bending angle 25-179 

7. BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI 


Ketebalan 0,20 mm sid 1,0 mm 
dalam bentuk coil, roll, plat dan 
lembaran ho.'nolnn"\t'\".nn 

8. Baja Lembaran Lapis Seng Berwarna Ketebalan 0,20 mm sId 1,0 mm 
dalam bentuk coil, roll, plat dan 

·Iembaran 
9. Baja Lembaran Lapis Seng Alumunium . Ketebalan 0,20 mm sid 1,0 mm 

dalam bentuk coil, roll, plat dan 
lembaran h"",'n",lnn"lh".nn 

10. Floor Deck Ketebalan 0,70 mm sid 1,0 mm 
dalam bentuk coil dan lembaran 

10m 

7 
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12. Genteng Metal 

13. Alumunium Roofing Sheet 

Ketebalan 0,20 mm sId 0,40 mm 
dalam bentuk coil dan lembaran 

i berbentuk n"",rlt"",rln 

Ketebalan 0, 0 mm sId 0,70 mm 
dalam bentuk coil dan lembaran 

Terbuat dari porselin atau tanah 
lempung cina, berbagai jenis dan 
ukuran 
Berbagai jenis & ukuran 

36. Pipa untuk saluran air minum (PVC) S 10 dan S 12,5; dengan tekanan 
12,5 Bar; Ukuran 0,5 II (20 mm) sId 
12" 
315 

37. Reservoar, tangki, tahang dan tempat Berbagai jenis dengan kapasitas > 
dari Plastik i 300 liter 

Berbagai jenis kayu & ukuran 

- Penutup untuk pekerjaan konstruksi Berbagai jenis kayu & ukuran 

jenis kayu & ran 

8 
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40. 

I 41. 

Veneer 

(penutup 
& ukuran 

Berbagai 
Veneer 	 lembaran & ketebalan < 6 mm 

44. 	 Panel Kayu Lainnya (Blackboard, lamin Berbagai ukuran. 
board & batten 

45. 	 Papan serat dari kayu (MDF). 

51. 	 Lembaran bergelombang dari semen 
serat selulosa 

52. Lembaran bergelombang tainnya dari 
semen serat selulosa 

8. LOGAM & BARANG LOGAM 

9 




Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor: lS/M-IND/PER/2/2011 

24. 

Gauge: 0.15-0.39 mm, 0.4-3.2 mm; 
Width: 600-1220 mm, 600-1525 
mm; Length: 500-3600, 500-4000 

31. Asesories Pintu, Jendela Door Closer: Anodized Silver; Door 
Stop: Satin Nickel; Grendel: 
Polished Brass; Flush Bolt: 

• Polished Chrome 
32. Engsel • 4" x 3" x 3,2 Ball Stainless 

Steel 
250 mm - 400 mm, Polished or 
Satin Stainless Steel 

33. Handel Pintu 

34. Kunci • Single/Double Door: Polished • 
Nickel" Gold Chrome 

35. Alumunium Ekstrusi Alumunium Profil, Kusen, Pintu dan 
Jendela 

9. BAHAN KIMIA & BARANG KIMIA 

Amonium nitrat, dalam larutan air Nitrogen 34,8%, bentuk Prill, 3. 
kemurnian 99 %mau n tidak 

10 
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Untuk pabrik dan Aluminium 

....uNrr·"enasi : Cu/Mn. 

11. Katalis Penunjang 

12. Barite 

13. Bentonite 

14. Oil Well Cement 

15. Bahan peledak olahan, selain bubuk 
propelan 

11 

16. Detonator Ranjau Elektrik 

17. 

(High Sulphure dan Low Sulphure) 

Dengan nikel atau senyawa nikel 
sebagai zat aktif; HTS : Fe/Cr; L TS : 
Culln; Sulfur Removal: lnO, 
Cu/ln, Mnlln; Fatty Acid 

Barium Sulfate Content min 87­
91 %; Density minimum 4.20 g/eu­
em; Water Soluble Alkaline Earth 
Materials as Calcium maximum 250 
mg/kg; Residue greater than 75 
micrometers maksimum 3.0 wt. % ; 
Particles less than 6 micrometers in 
equivalent spherical diameter 
maksimum 30.0 wt. %. 
Viscometer Dial Reading @ 600 
rpm minimum 30; Yield Point / 
Plastic Viscosity Ratio maximum 3; 
Filtrate Volume @ 100 psi/30 min 
maximum 15 m/; Residue greater 
than 75 micrometers maximum 4 
wt.%. 

Komposisi 70 - 90% base oil 
(mineral atau sintetik), sisa additive 
mengandung nasenie atau 
parasenic, berbagai jenis dan 
ukuran. 
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20. 

21. 

22. 

28. 

Cat untuk sarana transportasi (kapal, 
pesawat. kereta api, kendaraan 
bermotor). terbuat dari polimer akrilat 
dan vinil. 
Detergen 

Epoxy Polyamme, dua 

8erbagai jenis dan ukuran kemasan 

8erbagai jenis dan ukuran kemasan 

Serbuk. berbagai jenis. ukuran dan 
kemasan 

Primer, Sealer, Bui/dcoat, Top-coat 

18. 

Minyak pelurnas lainnya (mesin-2 pada 
otomotif & industri) 

kom 

1"\..." .....1"\<>.<>[ 70 - 90% base oil 
(mineral atau sintetik). sisa additive 
mengandung nasenic atau para­
senic s dan ukuran. 
Komposisi 70 - 90% base oil 
(mineral atau sintetik). sisa additive 
mengandung nasenic atau para­

nis dan ukuran. 

8erbagai jenis dan ukuran kemasan 

8erbagai jenis dan ukuran kemasan . 

19. 


Primer/Anti corosive 29. Cat (Coating) Epoxy Zinc-rich, dua 
komponen 

Primer/Anti corosive 30 . • Cat (Coating) Zinc-rich epoxy estersatu 
. korn en 

31. Cat(Coating) Alifatic Polyurethane, dua Primer, Bui/dcoat, Top-coat 

12 




22. Mikrofon 

Ukuran saku, dengan ukuran tidak 
melebihi 170mmx100mmx45mm 
Perekam pita kaset, dengan 
amplifier terpasang dan satu atau 
lebih pengeras suara terpasang, 
dioperasikan hanya dengan sumber 

dari luar 
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17. Rad ."',",'''''''''1-' Player/Recorder 

13 
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33. 

34. LED Signal 

35. Pompa Air 

11. PERALAT AN KELISTRIKAN 

1. Kabel Listrik 

2. Kotak Alat Pemutus dan Penghubung 

3. 

4. Isolator 

5. KWH Meter 

12. PERALATAN TELEKOMUNIKASI 

Antena I antena rabbit 
dan antena dipole untuk penerima 
televisi atau radio 
Voltase : 19 V; Frek ; 1 Hz; 
Daya ; 150 W; Elevasi : hingga 25 
Km. 

ntuk Aviation, ,....'.."fI'M;.; 

Berbagai ukuran kabellistrik & 
otomotif 
Maksimum 400 V, 3 Fase dan 1 
Fase 
egangan Tinggi dan Rendah 

Ukuran : 6-25mm2/6-25 mm2, 6­
25mm2/35-70 mm2; Ukuran : 35-70 
mm2/35-70 mm2; Ukuran : 10-95 
mm2/10-70 mm2 Konektor 
12,5-1 1125-150 kV; terbuat 
dari keramik berbagai jenis & 
ukuran maksimum : 36 kV, bentuk : 

14 
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Gerbong Tangki, Gerbong Curah, 
Gerbong Container, Gerbong 
Te 

19. Gerbong Barang 

Kereta Kelas Bisnis & Eksekutif; 
Kereta Makan; Kereta Pembangkit; 
Kereta Rei Listrik 

20. Gerbong/Kereta Penumpang 

Kereta Rei Hidrolik (4 atau 5 
kereta 

21. Kereta Rei Diesel 

23. Lokomotif/Kereta Inspeksi 

15 
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Komponen Kereta Api dan Prasarana 
Kereta Api 

26. Helikopter 

27. Komponen Pesawat dan Pemeliharaan 

28. Torpedo SUT (Surface Under Water 
Target) 

34. Bus 

35. Bus CNG 

Roket (FFAR 2.75) termasuk alat 
penyangga dan sistem peluru 
kendali 

10 Ton (G/D), 
24 Ton GVW> 24 
GVW=28 Ton, =11,051, 
Automatic Transmition, Bahan 
Bakar = CNG, L = 18 m, W = 2,5 m, 
H = 2,5 m, Total Penumpang = 150 

36. Truk 5-10 Ton (G/D), GVW, 10-24 
GVW> 24 Ton 

14. BAHAN & PERALATAN KESEHATAN 


16 
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20. 

21. X-ray cassette & film storage box 

22. X-ray cassette transfer box 

23. Infus Set 

15. PERALATAN LABORATORIUM 

16. KOMPUTER & PERALATAN KANTOR 

5. dan komponennya 

6. i Sistim Identifikasi Sidik Jari Elektrik 

Material: square iron, Tebal : 50 x 
50 x 2 mm; Dimensi : 200 x 70 x 70 
em 
Material: plate iron, Tebal : 1.2 mm; 
Dimensi : 80 x 57 x 70 em 
Material: multiplex, Tebal : 12 mm; 
Dimensi : 70 x 45 x 80 em 
Material: plate iron, ebal: 1.2 mm; 
Dimensi : 56 x 53 x 48 em 
- Infus set 21 G x 1,5"; 15 drops/ml 
- Infus set 21G x 1,5"; 60 drops/ml 
- Infus set Mierodip 20 drops.ml; 

21G 
Infus set Mierodip 60 drops.ml; 
21G 

Cabinet, Rack/Self Support, Open 
Rack, Box KWH, ACPDB/DCPDB, 
Box ATS, PDB Stainless, Junction 

PUTR 
8erbagai jenis, ukuran dan warna ; 
Dot Matrix Ink Jet 
4.000 User; Smart 2K V5 Bio 
o 

17 
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- Kertas self copy dalarn gulungan 
atau lernbaran 

- Kertas Copy, kertas karbon, kertas 
transfer 

- Kertas selfcopy dalarn kotak 
rna Udak 

- Kertas Copy, kertas karbon, kertas 
transfer 

19. Barang dari kertas untu pernbuatan 
ATK: 

8erbagai jenis & ukuran 

I-{"',rh<:>n<:>, jenis & ukuran 

8erbagai jenis & ukuran 

8erbagai jenis & ukuran 

- Buku Daftar, buku kas, buku catatan, 8erbagai jenis & ukuran 
buku pesanan, buku kuitansi, kertas 

kertas rn buku harian 

18 
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17. PAKAIAN & PERLENGKAPAN KERJA 


Sepatu teknik lapangan/keperluan 

industri 


11. Alas kaki lainnya lit, kulit imitasi, kain 

12. Kain Lembaran 

13. Kain Gordyn 

14. Handuk 

15. Selimut 

16. Jala Kamuflase 

17. Masker 

18. Pakaian Seragam 

19. Pakaian Batik 

20. Pakaian Kerja Pabrik 

21. Rompi 

22. Sarung Tangan 

23. Kaos Kaki 

24. Topi 

19 
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8erbagai jenis & ukuran 
dari 

37. Sarung tangan, m s dan mitt terbuat Berbagai jenis & ukuran 
dari karet untuk keselamatan kerja. 

18. PERALATAN OLAH RAGA & PENOIDIKAN 

35. 

36. 

1. Sepatu olah raga 

2. Pakaian Olah Raga 

19. SARANA PERTAHANAN 

1. 

si. kain 

- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser Kemampuan gerak putar: 3600 
6x6 

- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser Kecepatan maximum: 92 km/jam 
Berkanon 6 x 6 

20 



Lampiran I Peraturan Menten Perindustrian RI 
Nomor: 15/M-IND/PER/2/2011 

3. 

4. Munisi 

- Mampu untuk medan berat dan 
sebagai alat berat 

- Kapasitas Tank: 4000 liter 
- Tekanan ional: 16 Bar 
- Senjata serbu kaliber 5,56 mm 
- Senjata genggam (Pistol dan 

Revolver) 
- Senjata pinggang (Pistol Mitraliur) 
- Senjata penembak runduk (SPR 

ka. 7,62 mm; kal. 12,7 mm) 
- Senjata be rat (kal. 20; kal. 105; 

Mortir 60 mm dan 81 mm) 
- Senjata Mesin Sedang (SMS) kal. 

7,62 mm 
- Sejata Mesin Ringan (SMR) kal. 

5,56 mm 

- Munisi Kaliber kedl (MKK) 
- Munisi Kaliber Berat (MURAT) 
- Munisi Khusus (MUSUS) 

1V1, 

20. BARANG LAINNYA 

13. Payung 

21 
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16. Mesin Air Minum Dalam pes/hour; 3 Phase ­
Line 380 Volt; 5 Kwatt; L : 2400: W : 

1500; H : 2000 mm; 8 Line; 18000 
pes/hour; 3 Phase - 380 Volt, 8 
Kwatt; L : 3500; W : 1500; H : 2000 
mm 

17. Mesin Peneaeah Ikan Kapasitas 300 Diesel: 800 Kg/Jam, 10 PK, 40 x 60 
am x 120 em 

18. Filipot (Alat euran pompa bensin dari Bodi Filipot 0 8" x 0 10"; 
tangki mobil ke tangki pendam) Strainerlsaringan 0 6,5" x 0 8,5'; 

Female Quick Coupling 0 4"; 
Dombak 0 6" x 0 14"; Tutup 
Dombak 01,25" x 0 14"; Payung 
Dombak 01,5" x 014", Male Quick 
Coupling 0 4"; Kamlock Quick 
Coupling 0 4" x 0 3"; Kamlock 
Quick Coupling 0 3"; Garis Batas 
Curah BBM; Pipa 04", Bodi Filipot, 
Female dan Tutup Filipot, Elbow; 
dapat disambungkan ke slang 04" 
dan 0 3" dengan sambungan 

23. Vulkanisat karet komponen untuk 

Berbagai jenis & ukuran 

kombinasi Kamlock. 

bantalan f1AICrn~~nJ:l 
Jenis kaku/fleksibel, dari 
PE/PP/PVC dan ukuran 

24. Selang plastik 

Jenis kaku/fleksibel, dari 25. Tabung plastik 

- Kait plastik berbentuk J dan blok Berbagai jenis & ukuran 
ikatan untUk detonator 

28. Karung pupuk dari Polipropilene Berbagai jenis & ukuran 

29. 	 rtas dan tisu, diresapi atau dilapisi Berbagai jenis & ukuran 
i atau kosmetik. 

26. 
PE/PP/PVC dan hArihJ:ln'J:l1 
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31. Kertas Security: 

cheque 

• ­ Leges/Retribusi administrasi (Pajak, 
De keu) 

32. Kartu prabayar telepon seluler 

33. 

34. 

35. 

36. 

dengan unsur pengaman 
(watermark, benang, pengaman dan 

dengan unsur pengaman a.l.: anti 
pemalsuan dan pengamanan, 
perangkat lunak, bahan baku dan 
nnlnnr'QI'Y'l beserta 

Voucher pembayaran pulsa telepon 
seluler 
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37. 

38. 
- Folding karton untuk kemasan 

makanan, rokok, minuman, botol, 
iklan dan lain-lain 

39. Unit Penggerak Pintu Pagar Panjang pagar max.: 13 m; Berat 
pagar max.: 100 kg; Kecepatan 

r:12m/s. 

21. JASA ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) DAN JASA 
KETEKNIKAN 

1. 

2. 

3. 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas 

Pembangkit Ustrik Tenaga 
Bumi 

Pembangkit Ustrik Tenaga Air 

Kapasitas sId 8 MW; Kapasitas 8-25 
MW; Kapasitas 25-100 MW; 

s> 100 MW. 
Tipe Binary Cycle; Tipe Back 
Pressure kapasitas 1-5 MW; 
Kapasitas 5-10 MW; Kapasitas 10­
60 MW; Kapasitas 60-100 MW; 
Ka di atas 100 MW. 
Kapasitas sId 5 MW; Kapasitas sId 

6-50 MW; Kapasitas 51-100 MW; 
Kapasitas> 100 MW. 

5 Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga sId 500 KV 
Ustrik 

6. Fasilitas Gas 

7. Port Handling Equipments ( 'ron,t"'"'1L"" 

crane, gantry crane, stacking crane) 

8. utilities (fuel supply system & 
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Pemboran darat : 8erbagai jenis & 
ukuran; Pemboran Lepas Pantai : 
Jackup Rig, Swamp Barge Drilling 

Base, Security System, 
Animasi, Pendidikan, Akuntansi, 
Game GPS 

28. 
Semua Ukuran 

kan di ~tas Ook (Docking S 80. 

MENTERI PERINDUSTRIAN RI 


ttd. 


MOHAMAD S. HIDAYAT 




LAMPIRAN II 	 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
NOMOR lS/M-IND/PER/2/2011 
TANGGAL: 21 Februari 2011 

TATA CARA PEMBERIAN TANDA SAH CAPAIAN 

TKDN DAN BMP HASIL VERIFIKASI 


A. Penandatanganan Tanda Sah 

1. 	 Nilai TKDN dan/atau BMP yang telah diverifikasi oleh Surveyor 
independen disampaikan kepada Kementerian Perindustrian untuk 
diberikan tanda sah. 

2. 	 Tanda Sah sertifikat Capaian TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi 
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal 
Kementerian Perindustrian atas nama Menteri Perindustrian. 

3. 	 Nilai TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi yang telah diberikan Tanda 
Sah dapat dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa 
Produksi Dalam Negeri. 

B. Pengajuan Tanda Sah 

1. 	 Sertifikat Capaian TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi yang akan 
ditandasahkan dikirimkan oleh Surveyor Independen kepada pejabat 
yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. 

2. 	 Pengajuan tanda sah disertai laporan hasil verifikasi capaian TKDN 
dan/atau BMP, dengan laporan sekurang-kurangnya memuat: 

a. 	 Profil Kemampuan Produksi Perusahaan; 

b. 	 Rekapitulasi Hasil Verifikasi atas Perhitungan Capaian TKDN/BMP; 

c. 	 Ringkasan Eksekutif; 

d. 	 Lampiran. 

1) 	Gambar/Foto; 


a) Area Produksi(Pabrik); 


b) Mesinl Alat Kerja; 


c) Bahan Baku; 


d) Produk Akhir; 


2) Diagram Alir Proses Produksi; 


3) Struktur Organisasi; 


4) salinan Izin Usaha Industri; 
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5) 	 Rekapitulasi hasil perhitungan TKON, dengan format sebagai 
berikut: 

Penyedia Barang/Jasa : ..................... . 

Hasil Produksi 

Jenis Produksi 

Spesifikasi 

Standar 


c. 	Pemberian Tanda Sah 

1. 	 Tanda Sah diberikan berupa Sertifikat Tanda Sah Capaian TKON 
dan/atau BMP hasil verifikasi. 

2. 	 Sertifikat Tanda Sah Capaian TKON dan/atau BMP hasil verifikasi 
dikirimkan kepada Surveyor Independen untuk diserahkan kepada 
Penyedia Barang/Jasa. 

MENTERI PERI NOUSTRIAN RI 


ttd. 


MOHAMAD S. HIDAYAT 
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LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
NOMOR : 15/M-INO/PERl2/2011 
T ANGGAL : 21 Februari 2011 

SUSUNAN ANGGOTA 

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 


KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 


I. 	 Ketua Sekretaris JenderallSekretaris Kementerianl 
Sekretaris Utama 

II. 	 Wakil Ketua 

III. 	Ketua Harian 

IV. 	Tim Monitoring dan Evaluasi 

a. 	 Koordinator 

b. 	 Sekretaris 

c. 	 Anggota 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

V. 	 Tim F asilitasi Perbedaan Penafsiran TKON 

a. 	 Koordinator 

b. 	 Sekretaris 

c. Anggota 1. 	 Wakil dari KAOI N 

2. 	 Wakil dari Asosiasi terkait tertentu 

3. 	 Wakil dari Surveyor yang ditunjuk oleh 
Menteri Perindustrian 

4. 

5. 

MENTERI PERINDUSTRIAN RI 

ttd. 

MOHAMAD S. HIDAYAT 



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
NOMOR : 15/M-IND/PER/2I2011 
T ANGGAL : 21 Februari 2011 

SUSUNAN ANGGOTA 

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 


PEMERINTAH DAERAH PROVINSIIKABUPATEN/KOTA 


I. Ketua Sekretaris Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota 

II.Wakil Ketua 

III. Ketua Harian 

IV. Tim Monitoring dan Evaluasi 

a. Koordinator 

b. Sekretaris 

c. Anggota 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN 

a. Koordinator 

b. Sekretaris 

c. Anggota 1. Wakil dari Dinas yang membidangi industri 

2. Wakil dari KADINDA 

3. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu 

4. 

5. 

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perindustrian ttd. 
Kefrata1if]lifij,~,'kiukum dan Organisasi 
// ~F ,\-\\)"Nc ~ 

if<!f~»0'f,.'\.., L:2!:!, \ MOHAMAD S. HIDAYAT/!!/!,j; " \ 
/Iii] 0:: \ 

i~.~,~\ .'j ,~J}~,(ONO
U'.$'~/ ,:~, ..... 
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LAMPIRAN V 	 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
NOMOR : 15/M-IND/PERl2/2011 
TANGGAL : 21 Februari 2011 

SUSUNAN ANGGOTA 

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PROOUK OALAM NEGERI 


PAOA'SI, SHMN, SUMN, SUMO DAN KKKS 


L Ketua 

II. Wakil Ketua 

III. Ketua Harian 

IV. Tim Monitoring dan Evaluasi 

a. Koordinator 

b. Sekretaris 

c. Anggota 1. 

2, 

3. 

4. 

5. 

V. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN 

a. Koordinator 

b. Sekretaris 

c. Anggota 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI PERINDUSTRIAN RI 
Sekretariat Jenderal 

Kementerian Perindustrian ttd. 
~~J~f6j~d;:fukum dan Organisasi 

MOHAMAD S, HIDAYAT 



LAMPIRAN VI 	 PERATURAN MENTERI PERINOUSTRIAN RI 
NOMOR 1S/M-IND/PER/2/2011 
TANGGAL: 21 Februari 2011 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN PROOUK OALAM NEGERI OALAM PENGAOAAN SARANG/JASA 
KlUOII, BI, SHMN, BUMN, SUMO dan KKKS 

NAMA SATUAN KERJNSKPD 
KEMENTERIAN/LEMBAGNPROVINSIlKABUPATEN/KOTA 
TAHUN ANGGARAN 

Catatan: 
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan KlUDII, BI, BHMN. BUMN, BUMD dan 
KKKS kepada Menteri selaku Ketua Timnas P3DN setiap 6 (enam) 
bulan selambat-Iambatnya pada tanggal 15 Januari dan tanggal 15 Juli 
tahun yang bersangkutan. 

.............................. 20" 

INSTANSI PEMBERI 

(NAMA JELAS) 

Jabatan 



Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI 

Nomor: 15/M-IND/PER/2j2011 

Contoh Format Laporan yang sudah diisi: 

NAMA SATUAN KERJAlSKPD : Pusat Data dan Informasi 
KEMENTERIAN/LEMBAGAlPROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kementerlan Perindustrian 
TAHUN ANGGARAN : 2010 

SPK: 2353/IND-IIN1201 0 Jakarta 15.765.300.000 5.311.100.000 3.250.000.000 2.061.100.000 5.311.100.000 

SPK: 2473/1ND-IIN1I2010 Jakarta I 4.500.000.000 4.451.000.000 2.236.000.000 2.215.000.000 4.451.000.000 

SPK: 2484I1ND-IIN1/201 0 Jakarta 2.150.000.000 2.020.500.000 1.010.500.000 1.010.000.000 2.020.500.000 

I Renovasi gedung 0 SPK: 2501/1ND-IIN1I/2010 Jakarta 3.850.000.000 3.775.000.000 2.348.650.000 1.362.000.000 3.710.650.000 

Catatan: 
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan K/UDII, BI, BHMN, 
BUMN, BUMD dan KKKS kepada Menteri selaku Ketua Timnas 
P3DN setiap 6 (enam) bulan selambat-Iambatnya pada tanggal 
15 Januari dan tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan. 

Jakarta, 04 Januari 2011 


Pusat Data dan Informas; 

Kementerian Perindustrian 


FERRYYAHYA 


Kepala 
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Cara Pengisian Format Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam 
Pengadaan BarangtJasa KlUDtl, BI, BHMN, BUMN, BUMD, dan KKKS: 

Pengumuman lelang yang Pengadaan Alat 
dilaksanakan secara elektronik Pengolah Data Utama 
akan tampil di halaman utama 
LPSE. 

3. No. (3) Nama Penyedia. Diisi dengan nama penyedia. - SPK: 2353/1ND­
NPWP. Nomor dan NPWP. nomor dan tanggal IIN/2010 
Tanggal Kontrak kontrak setelah dilakukan - SPK: 247311ND­

pe~anjian kontrak pemenang IINII2010 

No. (5) Pagu Anggaran Diisi dengan anggaran yang 5.765.300.000.­
disediakan untuk pelaksanaan 

tersebut. 

5. 

No. (6) Nilai Kontrak 	 Diisi dengan nitai pekerjaan 5.311.100.000 
sesuai Kontrak Peme 

6. 

7. No. (7) Realisasi Pembayaran: Diisi dengan realisasi 3.250.000.000 

Semester 1 pengadaan yang bersangkutan 
! hingga tanggal 30 Juni tahun 

Realisasi Pembayaran: 	 Diisi dengan realisasi 2.061.100.000 

Semester II 	 pengadaan yang bersangkutan 
sejak tanggal 1 Juli hingga 31 
Desember tahun yang 
bersa 

No. (8)8. 

Realisasi Pembayaran: Diisi dengan penjumlahan 5.311.100.000 

Jumlah Kolom (7) dan Kolom (8) 
9. No. (9) 

Realisasi P3DN 	 Diisi dengan besaran biaya 2.472.500.000 
pengadaan yang menggunakan 
barang/jasa produk dalam 

No. (10) 10. 

Keterangan 	 Diisi dengan kesesuaian - Di bawah target. 
dengantargetpenggunaan - Sesuai target. 
produk dalam negeri. 

No. (11)11. 

MENTER' PERINDUSTRIAN RI 

Salinan sesuai dengan aslinya ttd. 
Sekretariat Jenderal 


Kementerian Perindustrian 

MOHAMAD S. HIDAYATdan Organisasi 
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